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Teguh Wisnu Wardhana, E0013390, ANALISIS PERJANJIAN PARA 
PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN YANG 
MENGGUNAKAN FASILITAS WEBSITE INDODAX. Fakultas Hukum, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian 
transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax menurut kaidah hukum 
di indonesia dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli 
bitcoin di indonesia. 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan 
yakni dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif 
yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 
permasalah konkret yang dihadapi. 
Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax yang pertama 
telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian yang terkandung 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua telah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang ketiga adalah telah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, 
maka transaksi jual beli bitcoin sudah resmi diakui dan mempunyai dasar hukum 
di indonesia. Peraturan ini memuat berbagai hal tentang tata cara jual beli bitcoin, 
persyaratan pendirian pasar fisik aset kripto atau exchange, dan prosedur 
penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum transaksi jual beli bitcoin dibagi 
dalam beberapa aspek meliputi privasi, otentisitas subjek hukum, objek transaksi, 
dan tanggung jawab para pihak. 
 









Teguh Wisnu Wardhana, E0013390, ANALYSIS OF AGREEMENTS OF 
PARTIES THAT DO BITCOIN SELLING TRANSACTIONS USING 
INDODAX WEBSITE FACILITIES. Faculty of Law, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This legal writing aims to study the bitcoin buying and selling transactions 
that are facilitated by the Indodax website according to the rule of law in 
Indonesia and protection for those who conduct bitcoin buying and selling 
transactions in Indonesia. 
This legal research is normative legal research that acts prescriptively and 
applied. Request submitted to the user. The technique of obtaining legal material 
used uses basic materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 
Legal materials analysis techniques draw conclusions from a debate that draws 
general attention to the concrete problems needed. 
Bitcoin buying and selling transactions facilitated by the first Indodax 
website are in accordance with the principles of agreement and the legal 
requirements contained in the Civil Code, the first in accordance with Law No. 11 
of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government 
Regulations Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Systems and 
Electronic Transactions, and the third in accordance with Law Number 8 of 1999 
concerning Consumer Protection. With the issuance of the Commodity Futures 
Trading Regulatory Agency Regulation No. 5 of 2019 concerning the Technical 
Provisions for the Implementation of the Physical Market of Crypto Assets 
(Crypto Assets) on the Futures Exchange, the bitcoin buying and selling 
transaction has been approved and supported by law in Indonesia. Regulations on 
how to buy bitcoin, the requirements for establishing the physical market for 
crypto assets or exchanges, and the procedure for disputing approval. Legal 
protection of bitcoin buying and selling transactions is divided into several aspects 
of privacy, the intensity of legal subjects, object transactions, and the 
responsibility of the parties. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini telah melahirkan 
inovasi-inovasi terbaru yang berguna bagi manusia. Perkembangan pesat tersebut 
juga berlaku pada dunia internet dimana kegunaannya sekarang sudah merambah 
di berbagai bidang. Salah satu hasil perkembangan pesat tersebut adalah lahirnya 
mata uang virtual. Mata uang virtual tersebut dikenal sebagai Bitcoin. 
Bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang berfungsi untuk 
pembayaran seperti uang pada umumnya dan sifatnya terdesentralisasi atau hanya 
dikontrol penuh oleh penggunanya tanpa campur tangan pihak tertentu. Bitcoin 
hanya bisa diperoleh dari proses mining atau ditambang oleh suatu alat tertentu 
dan setelah itu baru bisa digunakan untuk jual beli antar penggunanya. Untuk 
melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan secara langsung antar penggunanya 
atau melalui bursa jual beli yang biasa disebut Exchange (Andreas 
M.Antonopulos, 2017: 9-10).  
Exchange pertama Bitcoin adalah New Liberty Standard dan saat itulah 
Bitcoin mempunyai harga senilai $0.0007 pada tahun 2009.  Saat itu transaksi 
Bitcoin hanya sekedar jual beli dan belum ada kegunaan untuk pembayaran 
barang dan jasa. Dalam perkembangannya Bitcoin akhirnya digunakan sebagai 
alat pembayaran berbagai barang dan jasa. Dengan meningkatnya permintaan 
akan penggunaan bitcoin kemudian harganya mengalami peningkatan yang 
signifikan hingga mencapai nilai $ 600 pada akhir tahun 2013 setelah disebabkan 
oleh berbagai faktor pro-kontra (http://historyofbitcoin.org). Di indonesia 
transaksi jual beli bitcoin pertama kali dilakukan oleh exchange yang bernama 
Indodax tepatnya pada tahun 2014 dan exchange Indodax akan menjadi salah satu 




Dengan harga yang sangat tinggi seperti itu akhirnya orang-orang mulai 
memandangnya sebagai alat jual beli saja namun sebagai investasi atau untuk 
spekulasi harga. Setelah itu lahirlah berbagai exchange baru yang menawarkan 
jual beli bitcoin dengan fitur-fitur yang lebih baik dari exchange-exchange 
sebelumnya. Melihat kesuksesan Bitcoin kemudian orang-orang pun mulai 
menciptakan mata uang virtual baru yang kegunaannya sama dengan bitcoin. 
Munculnya mata uang virtual baru membuat jual beli mata uang virtual semakin 
bervariasi (Guadamuz dan Marsden, 2015: 8).  
Transaksi jual beli mata uang virtual di exchange hampir mirip dengan 
transaksi jual beli saham. Yang menjadi perbedaannya adalah kemudahan 
pendaftaran untuk menjadi member atau anggota dari suatu exchange, karena hal 
tersebut akhirnya jual beli mata uang virtual memperoleh member sangat banyak 
dalam waktu yang cukup singkat. Dengan masuknya jumlah member yang begitu 
banyak maka akan bertambah pula volume transaksi yang akhirnya meningkat 
sangat drastis dengan nilainya mencapai miliaran dolar amerika 
(https://www.blockchain.com/id/stats). Perbedaan lainnya adalah bursa saham 
memiliki dasar dan perlindungan hukum yang jelas sedangkan bursa bitcoin 
terkadang tidak terikat dengan hukum sama sekali (Choquette,Dwyer,dan 
Rechard, 2017: 1-2).  
Akan tetapi sebagai suatu benda yang terdesentralisasi atau tidak bisa 
dikontrol oleh suatu pihak tertentu dan sifatnya yang tidak bisa diprediksi, maka 
tidak semua negara mau menerima penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual 
lainnya. Berbagai negara pun membuat kebijakan yang bervariasi dari mulai 
melarang penggunaanya secara penuh atau ilegal, tidak mengakuinya sebagai 
mata uang, dan ada pula negara yang menciptakan peraturan tentang mata uang 
virtual sendiri dan mengakuinya sebagai mata uang seperti contoh jepang 
(Mcleod, 2017: 569-572). Di indonesia sendiri Bitcoin dan mata uang virtual 
lainnya bukanlah sebuah mata uang menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana berbunyi mata uang adalah uang 




disebut Rupiah dan Pasal 1 Ayat 2 yang berisi definisi uang yang berbunyi uang 
adalah alat pembayaran yang sah. Jadi untuk bisa disebut mata uang yang sah 
harus diterbitkan oleh pemerintah indonesia dan mata uang yang diterbitkan 
tersebut hanya rupiah. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan 
yang melarang penggunaan bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat 
pembayaran dalam Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016 beserta sanksi-
sanksinya. Pemerintah Indonesia intinya hanya melarang penggunaanya untuk 
pembayaran barang dan jasa dalam wilayah hukum negara indonesia dan sudah 
memberikan peringatan tentang penggunaan bitcoin dan tidak akan memberikan 
perlindungan hukum terhadap penggunaannya 
(https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-
ditransaksikan-di-indonesia-mulai-2018).  
Untuk sekarang Bitcoin dan mata uang virtual khususnya di indonesia 
hanya bisa digunakan untuk transaksi antar pengguna dan yang paling banyak 
adalah untuk jual beli di bursa pertukaran atau exchange atau disebut juga dengan 
istilah trading. Di indonesia exchange yang berizin masih berjumlah sedikit 
sebagai contoh Indodax, Coinone, dan Triv 
(https://investasi.kontan.co.id/news/ini-empat-perusahaan-perantara-jual-beli-
kripto-di-indonesia). Untuk melakukan transaksi jual beli diperlukan suatu 
perjanjian dan biasanya perjanjian tersebut sudah disediakan dari pihak exchange. 
Jual beli bitcoin di exchange mempunyai banyak perbedaan daripada jual beli 
pada umumnya, disini member exchange mempunyai 2 pilihan untuk jual beli 
bitcoin yaitu membeli atau menjualnya langsung kepada exchange atau bisa 
transaksi antar member melalui marketplace. Di marketplace semua member bisa 
membuat suatu penawaran jual atau beli yang disebut dengan order. Member bisa 
dengan mudah dan cepat mendapatkan bitcoin dengan harga yang mereka 
inginkan jika ada order yang sesuai namun jika tidak ada mereka harus membuat 
order tersendiri yang terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 




rendah dari harga rata-rata yang tertera (https://help.indodax.com/apa-itu-market-
taker-dan-market-maker/).  
Pada februari 2019  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
mengeluarkan sebuah aturan yang mengatur tentang jual beli bitcoin dan mata 
uang virtual lainnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar 
Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Hal ini juga didukung 
pemerintah karena bertujuan untuk mengawasi transaksinya agar tidak banyak 
bitcoin milik warga negara indonesia yang diperdagangkan di luar negeri 
(https://kumparan.com/@kumparanbisnis/mendag-bitcoin-masuk-bursa-
berjangka-ri-agar-tak-lari-ke-luar-negeri-1550548955147729340). Dengan 
dikeluarkannya peraturan ini maka transaksi jual beli bitcoin mulai bisa diterima 
oleh pemerintah dan masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli bitcoin dengan 
tenang karena peraturan ini sudah memuat segala hal termasuk perlindungan 
hukumnya. 
Walaupun transaksi jual beli Bitcoin ini sudah diperkuat keberadaannya 
dengan dikeluarkan peraturan BAPPEBTI tersebut namun tetap harus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang ada. Transaksi jual beli tersebut harus 
berdasarkan pada adanya perjanjian jual beli. Transaksi jual beli bisa dikatakan 
sebagai transaksi yang sah apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat-
syarat tersebut ada pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan 
selain itu karena transaksi di dunia maya maka juga harus sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik. 
Sebagai benda yang beroperasi di internet tentunya sangat besar 
kemungkinan untuk diretas oleh pihak-pihak tertentu. Sudah banyak kasus tentang 
pencurian Bitcoin, baik dari milik perseorangan atau milik suatu exchange. Kasus 




Untuk mengembalikan dana member yang hilang dibutuhkan waktu yang sangat 
lama sebagai contohnya adalah exchange Mt.Gox dimana mengalami pencurian 
Bitcoin sebanyak 750.000 bitcoin pada 2014 dan sampai sekarang mereka masih 
mencoba mengembalikan dana para membernya (https://blockonomi.com/mt-gox-
hack/). Inilah yang menjadi momok para pelaku transaksi jual beli bitcoin di 
exchange. Tidak semua exchange memiliki keamanan website yang tinggi dan 
juga perlindungan hukum terhadap para membernya. Oleh karena itu diperlukan 
suatu ketelitian untuk memilih exchange yang menawarkan pelayanan terbaik dan 
izin usaha yang jelas (Decker,Guthrie,Seidel,dan Wattenhofer, 2015: 1-2).  
Bitcoin mempunyai ciri khas yaitu transaksinya yang tidak dapat 
dibatalkan, yang artinya jika seorang mengirim bitcoin ke alamat wallet tertentu 
dan sudah dikonfirmasi maka transaksi tersebut tidak akan bisa dihentikan dengan 
cara apapun. Hal ini terkadang menyebabkan masalah dalam transaksi jual beli 
bitcoin seperti kasus salah mengisi alamat wallet yang biasanya disebabkan 
karena kurangnya ketelitian dan pihak exchange tidak akan menggantinya karena 
sudah tertuang dalam kontraknya (Stegâroiu, 2018: 2-3). Masalah lainnya adalah 
saat seorang ingin mengirim bitcoin dalam exchange lain ke Indodax biasanya 
akan mengalami penundaan transaksi yang lama dan bahkan jika sudah sukses 
bitcoin tersebut nyatanya belum masuk ke exchange Indodax. Hal ini biasa terjadi 
pada exchange-exchange yang reputasinya sudah terkenal buruk dan mempunyai 
customer service yang sangat lamban dan bahkan tidak merespon sama sekali. 
Karena exchange-exchange tersebut tidak berbadan hukum dan tidak terikat pada 
hukum apapun maka akan sangat mustahil untuk melaporkan kasus ini 
(Moore,Christin,dan Szurdi, 2018:1-2).  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan kajian lebih mendalam mengenai perjanjian antara penjual dan 
pembeli dalam transaksi jual beli bitcoin menggunakan website exchange Indodax 
dalam penulisan hukum (Skripsi) dengan judul “ Analisis Perjanjian Para Pihak 





B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam 
dua rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah perjanjian dalam transaksi jual beli bitcoin dengan menggunakan 
fasilitas website Indodax telah sesuai dengan kaidah hukum di indonesia? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak yang melakukan transaksi jual 
beli bitcoin menggunakan fasilitas website Indodax menurut kaidah hukum di 
indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang akan dilaksanakan haruslah memiliki tujuan yang 
jelas dan hendak dicapai, hal ini memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian 
agar sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut. Dalam suatu 
penelitian ada dua macam tujuan, yaitu sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan obyektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum 
yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui transaksi jual beli bitcoin menggunakan website 
Indodax yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi member yang melakukan 
transaksi jual beli bitcoin menggunakan website Indodax. 
 
2. Tujuan subyektif  
Tujuan subyektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi 
penulis, yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui kemampuan peneliti terhadap penerapan ilmu yang 
diperoleh selama kuliah dan sebagai syarat akademis guna memperoleh 
gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
b. Hasil penelitian yang akan diteliti oleh penulis diharapkan memberikan 




c. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan wawasan 
penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan berfikir ilmiah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Sebuah penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan 
dalam prakteknya. Adapun manfaat yang dapat diterapkan dari penulisan hukum 
ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 
ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khusunya.  
b. Menambah referensi ilmiah dibidang Hukum Perdata yang bermanfaat 
bagi penulisan hukum selanjutnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
c. Dapat memberikan hasil dari pemecahan atas masalah yang diteliti.  
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan infomasi tentang sistem jual beli bitcoin menggunakan 
website Indodax. 
b. Memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-
bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal 
decision making) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, 
penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan 
penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-
kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi (Johnny Ibrahim, 2006:299). 
Berdasarkan uraian diatas, metode penelitian yang digunakan penulis adalah 
sebagai berikut ini : 




Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penulisan 
hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian 
hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan 
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika 
keilmuan yang ajeg, dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan 
disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum 
yang objeknya hukum itu sendiri (Johnny Ibrahim, 2006: 57). 
2. Sifat Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum mempunyai karakteristik 
sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam pelaksanaan 
penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat 
preskriptif. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif mempelajari tujuan 
hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, 
dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 22). Dalam 
pelaksanaan penelitian hukum ini khususnya, penulis akan memberikan 
preskripsi permasalahan perjanjian jual beli antara perusahaan indodax 
dengan membernya dalam transaksi jual beli bitcoin melalui website Indodax. 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Suatu penelitian normatif tentu harus 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti 
adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral 
suatu penelitian. (Johnny Ibrahim, 2006: 302).   
Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen untuk mengetahui dasar aturan mengenai 




beli bitcoin melalui website Indodax. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dipilih oleh penulis karena dasar mengenai perjanjian diatur dalam Buku III 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Bahan hukum yang dikaji oleh penulis meliputi:  
a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan 
perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki menurut Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketatapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang 
(UU)/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah 
(PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan 
Peraturan Desa. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam 
penelitian hukum ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) 
di Bursa Berjangka. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang terdiri atas buku-buku 
teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de 
herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus 
hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan 




c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
seperti kamus, encyclopedia, dan lain-lain (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 
52). 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis yakni 
dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
bahan hukum tersier yang diinventarisasi dan diklasifikasi dengan 
menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi 
kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johnny 
Ibrahim, 2006: 296). 
6. Teknik Analisis Data 
Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 
yang telah diperoleh kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian 
rupa sehingga dapat disajikan penulisan hukum yang sistematis dalam 
menjawab permasalahan yang penulis rumuskan. Teknik analisis dilakukan 
secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang 
bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johnny 
Ibrahim, 2006: 393). Dalam penelitian hukum ini, penulis membahas 
mengenai perjanjian jual beli antara perusahaan Indodax dengan membernya 
yakni dalam perjanjian jual beli bitcoin menggunakan fasilitas website 
Indodax. Dari hasil tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk 
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran 
menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya ilmiah yang 
disesuaikan dengan kaidah bak penulisan suatu karya ilmiah, maka sistematika 




sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai 
seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri 
dari : 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan 
penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang 
penulis gunakan mengenai persoalan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun kerangka teori 
dan krangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam menjawab 
permasalahan dari penulisan hukum ini meliputi : 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli 
2. Tinjauan Umum tentang Bitcoin 
3. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Bitcoin 
4. Tinjauan Umum tentang Indodax 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Pada bagian sub bab ini penulis menguraikan kerangka 
pemikiran untuk memberikan pemahaman mengenai alur 
berpikir penulis. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 
Bab ini adalah bab inti dalam penulisan hukum ini. Bab ini memaparkan 
hasil penelitian yang kemudian dengan analisis menghasilkan pembahasan 
atau pokok permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya. 




Apakah perjanjian dalam transaksi jual beli bitcoin dengan menggunakan 
fasilitas website Indodax telah sesuai dengan kaidah hukum di indonesia? 
Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak yang melakukan transaksi 
jual beli bitcoin menggunakan fasilitas website Indodax menurut kaidah 
hukum di indonesia? 
 
BAB IV : PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pada sub bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan 
secara singkat dan jelas untuk menjawab isu hukum atau 
permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan analisis data 
yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan atau penelitian. 
B. Saran 
Pada sub bab ini menguraikan saran-saran atau rekomendasi yang 
dapat penulsi kemukakan kepada pihak yang terkait dan 



















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli 
a. Pengertian Perjanjian Jual Beli 
Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, 
artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan   
memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. 
Pengertian jual beli menurut KUH Perdata Pasal 1457 adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah 
dijanjikan.  
Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian 
yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam perjanjian 
itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli 
kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli 
berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek 
tersebut (Salim H.S., 2003:43).  
Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan 
harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat 
tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian 
jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju 
tentang harga dan barang (Salim H.S., 2003:43).  




Syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat suatu perjanjian 
menjadi sah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata antara lain : 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  
Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang 
mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui 
antara para pihak (Mariam Darus Badrulzaman, 2006: 1). Adapun 
unsur-unsur kesepakatan : 
a. Offerete (penawaran) adalah pernyataan pihak yang 
menawarkan  
b. Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima 
penawaran.  
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan 
perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 
haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan 
hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
diterangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum yaitu (Salim H.S., 2006: 165) : 
a. Anak di bawah umur atau belum dewasa;  
b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;  
c. Istri (dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan 
hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)  
3) Suatu hal tertentu  
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 




yang dapat dikatagorikan dalam Pasal tersebut (Mariam Darus 
Badrulzaman, 2006: 104) : 
a) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat 
dihitung;  
b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi 
objek perjanjian).  
4) Suatu sebab yang halal  
Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
tidak dijelaskan pengertian oorzak (causa yang halal), dan hanya 
disebutkan causa yang terlarang di dalam Pasal 1337 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu sebab adalah terlarang 
apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzak 
sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak (Salim H.S., 2006: 
166). Selain causa terlarang juga ada causa palsu yaitu suatu sebab 
yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang 
sebenarnya dan tanpa causa yaitu tanpa sebab, jika tujuan yang 
dimaksud oleh para pihak pada waktu dibuat perjanjian tidak akan 
tercapai. 
Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para 
pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka 
perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada 
inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk 
membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat 
objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perjanjian 
yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal 
demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian 
sehingga tidak perlu pembatalan). 




Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian jual beli 
umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian 
ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu 
(Salim H.S., 2003:49):  
1) Asas Kebebasan Berkontrak  
Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 
1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan 
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan 
kepada para pihak untuk (Salim H.S, 2003:9):  
a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,  
b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,  
c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,  
d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.  
2) Asas Konsensualisme  
Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 Ayat 
(1) KUH Perdata. Dalam Pasal ini salah satu syarat adanya suatu 
perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas 
konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu  perjanjian 
pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup 
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan 
merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua 
belah pihak.  
3) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian  
Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata 
suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, akan 




mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut 
mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.  
4) Asas Itikad Baik (Good Faith)  
Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 
1338 Ayat (3) KUH Perdata). Itikad baik berarti keadaan batin para 
pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, 
terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak 
boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya 
atau menutupi keadaan sebenarnya. 
5) Asas Kepribadian  
Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 
perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat 
dalam Pasal 1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.  
d. Subyek Hukum dalam Perjanjian Jual Beli  
Subjek hukum atau pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan 
pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-
kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak pihak yang 
mengadakan perjanjian itu (C.S.T. Kansil, 1991:229). Penjual dan 
pembeli disini adalah subjek hukum baik orang atau badan hukum, 
berkewarganegaraan Indonesia maupun asing. Apabila salah satu pihak 
berkewarganegaraan asing maka hal tersebut merupakan indikator jual 
beli internasional.  
e. Obyek Perjanjian Jual Beli  
Obyek dari suatu perikatan adalah prestasi. Wujud dari 
prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat 
sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Pada perikatan untuk memberikan 
sesuatu prestasi berupa menyerahkan suatu barang atau memberikan 




prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan 
sesuatu, misalkan melukis. Tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur 
berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu misalnya tidak akan 
membangun sebuah rumah, tidak akan terlambat membayar angsuran 
(Setiawan, 1977:4). Obyek dari perjanjian jual beli adalah prestasi, 
yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas 
suatu prestasi (Purwahid Patrik, 1994:03). Obyek perikatan harus 
memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu (Setiawan, 1977:4) :  
1)   Harus tertentu atau dapat ditentukan  
Suatu perjanjian dengan obyek yang dapat ditentukan 
diakui sah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Undang-undang 
dalam Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata menyebutkan sebagai unsur 
terjadinya persetujuan adalah obyeknya dapat ditentukan. Pada 
jual beliobyek dapat berupa harga, contoh dalam Pasal 1465   
KUH Perdata yang menentukanbahwa pada jual beli, harganya 
dapat ditentukan oleh pihak ketiga. Perjanjian adalah tidak sah  
jika obyeknya  tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, misalnya 
seseorang menerima tugas untuk membangun rumah tanpa  
disebutkan bagaimana bentuk dan berapa luasnya.  
2)  Obyeknya diperkenankan.  
Di sini obyek dari suatu perjanjian haruslah 
diperkenankan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang 
maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti 
ketertiban umum dan norma kesusilaan serta norma kesopanan. 
Misalnya jual beli narkoba atau jual beli barang curian.  
3)  Prestasinya dimungkinkan.  
Prestasi yang disepakati harus mungkin untuk 
dilaksanakan. Sebagai contoh prestasi yang tidak mungkin untuk 




Jakarta ke Solo dengan mobil dalam waktu tiga jam.  
f. Proses Terjadinya Jual Beli  
Proses terjadinya jual beli secara langsung dimulai dari:  
1) Penawaran 
Penawaran (offer) dilakukan oleh penjual secara langsung 
kepada pembeli. Dalam jual beli secara langsung penjual dapat 
melihat dan memilih produk yang ditawarkan oleh penjual.  
2) Penerimaan 
Penerimaan dilakukan oleh pembeli setelah pembeli 
merasa tertarik terhadap produk tersebut dan menyatakan kata 
sepakat kepada penjual. Dalam Pasal 1458 KUH Perdata  
dikatakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah 
pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang 
barang dan harganya meskipun harga belum dibayar dan barang 
belum diserahkan. Kata sepakat dari kedua belah pihak biasanya 
dilakukan secara lisan atau ucapan, mengingat jual beli ini secara 
langsung atau bertatap muka.  
3) Pembayaran  
Membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sesuai 
dengan kesepakatan penjual dan pembeli merupakan  proses  jual 
beli sekaligus kewajiban pembeli. Harga tersebut harus berupa 
sejumlah uang karena bila harga tersebut berupa barang atau jasa 
maka akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar atau 
akan menjadi suatu perjanjian kerja.  
4) Penyerahan Barang  
Penyerahan barang dari penjual ke pembeli merupakan 




penyerahan atas hak milik barang yang diperjualbelikan.  
Terdapat pengecualian dalam proses terjadinya jual beli diatur 
dalam Pasal 1458 KUH Perdata antara lain:  
1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan 
barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan 
harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap 
sudah jadi,  
2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap  terjadi 
untuk sementara,  
3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran 
uang muka.  
g. Saat Terjadinya Perjanjian  
Saat terjadinya perjanjian dibagi menjadi dua yakni jika penjual 
dan pembeli bertemu, dan jika penjual dan pembeli tidak bertemu. Jika 
penjual dan pembeli bertemu diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata 
yaitu “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, 
seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang 
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 
diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.  
Dalam jual beli yang pihak-pihaknya dalam hal ini penjual 
dan pembeli berjauhan dan tidak bertemu secara langsung menurut 
Mariam Darus Badrulzaman (2005:24), ada empat teori  tentang saat 
terjadinya perjanjian apabila kedua belah pihak berjauhan yaitu:  
1) Teori Ucapan (Uitingstheorie)  
Menurut teori ini, perjanjian lahir pada saat suatu 
penawaran telah mendapatkan jawaban penerimaan secara lisan. 
Dengan kata lain perjanjian terjadi saat pihak lain menyatakan 
penerimaan.  




Menurut teori ini saat pengiriman jawaban penerimaan 
adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai 
sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian. Teori ini juga disebut 
mailbox theory atau teori kotak pos. Kontrak dalam teori ini 
dinyatakan terbentuk seketika pihak penerima mengirimkan  
penerimaannya kepada pihak yang mengajukan penawaran terlepas 
apakah pesan tersebut diterima atau tidak. Teori ini 
menguntungkan pihak pembeli karena tidak peduli apakah pihak 
penjual sudah menerima pesan tersebut atau belum. Indonesia 
menganut teori ini seperti yang terkandung dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
3) Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).  
Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada 
saat jawaban penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang 
menawarkan yaitu penjual. Teori ini lebih menguntungkan pihak 
penjual daripada pembeli karena pihak pembeli harus menunggu 
hingga pihak penjual mengetahui jawaban penerimaan dari 
pembeli.  
4) Teori Penerimaan (Ontvangtheorie, received theory).  
Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada 
saat diterimanya jawaban dari pembeli kepada penjual. Kontrak 
terbentuk seketika pihak pertama (yang mengajukan penawaran) 
menerima surat pernyataan penerimaan yang dikirim oleh pihak 
kedua (pihak penerima atau pembeli) (Suharnoko,2012:90).  
5)  Berdasarkan kedua  teori  di  atas,  lahirlah satu  teori  yaitu  teori 
kelayakan   penawaran   disetujui   (De   geobjectiverde   vernemings 
theory). Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat 
yang dianggap layak untuk menerima suatu jawaban penerimaan dari 




oleh pembeli pada hari Jumat, maka waktu yang dianggap layak 
adalah  pada  hari  itu  juga,  namun  apabila jawaban penerimaan 
dikirimkan pada hari Sabtu maka waktu yang dianggap layak adalah 
hari Senin.  
Saat terjadinya perjanjian menjadi penting karena pembuatan 
perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan 
hubungan hukum dan kemudian menimbulkan akibat hukum bagi pihak 
yang membuatnya. Hubungan hukum ini merupakan hak dan kewajiban 
para pihak yang membuat perjanjian, apabila salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. 
Misalnya penjual dan pembeli sepakat membuat perjanjian jual beli, 
maka hubungan hukumnya adalah kedua belah pihak harus mematuhi apa 
yang telah diperjanjikan yang berlaku sebagai Undang-undang bagi 
pembuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Apabila suatu saat hal yang 
tidak diinginkan terjadi maka dapat diketahui tanggal batas waktu untuk 
menentukan apakah salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, dan 
akibat hukum bagi pihak yang melanggar kewajibannya diharuskan 
membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH Perdata, perjanjian dapat 
diputuskan (Pasal 1266 KUH Perdata) dan menanggung beban risiko 
(Pasal 1237 Ayat (2) KUH Perdata) (Abdulkadir Muhammad, 1982: 
97). 
2. Tinjauan Umum tentang Bitcoin 
a. Gambaran Umum Tentang Bitcoin 
Bitcoin adalah mata uang kripto atau cryptocurrency terdesentralisasi 
yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Pada awalnya 
bitcoin diciptakan hanya untuk menjadi sarana transfer uang dengan 
berbagai penggunanya di belahan dunia ini tanpa menggunakan perantara 
bank konvensional. Namun pada perkembangannya, bitcoin pun menjadi 
suatu investasi yang dinilai sangat menguntungkan (Dimaz Ankaa Wijaya, 




Bitcoin sudah beberapa kali mengalami kenaikan harga yang sangat 
signifikan dan fluktuatif. Dari sinilah orang mulai memanfaatkannya 
sebagai sarana investasi.Selain sebagai sarana investasi, bitcoin juga 
dimanfaatkan sebagai sarana pembayaran barang dan jasa di beberapa 
negara. Bahkan beberapa negara tersebut sudah menciptakan suatu aturan 
khusus yang mengatur tentang mata uang virtual. 
Di indonesia sendiri bitcoin dilarang sebagai alat pembayaran barang 
dan jasa karena menurut peraturan perundang-undangan di indonesia bitcoin 
bukan merupakan suatu mata uang. Tetapi indonesia tidak melarang bitcoin 
sebagai sarana investasi dan transaksi antar penggunanya namun dengan 
beberapa peringatan (https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-
pers/Pages/sp_200418.aspx).  
b. Cara Bekerja Bitcoin 
Bitcoin hanya bisa digunakan dengan perangkat lunak yang disebut 
dengan wallet atau tempat untuk menyimpan bitcoin. Wallet tersebut bisa 
digunakan baik di komputer atau telepon seluler. Dalam wallet tersebut 
terdapat sebuah alamat yang digunakan untuk menerima atau mengirim 
bitcoin kepada pengguna lainnya. 
Selanjutnya saat pengguna memulai transaksi dengan pengguna 
lainnya, transaksinya tersebut tercatat dalam Rantai-blok. Rantai-blok 
(blockchain) adalah sebuah catatan transaksi publik di mana jaringan 
Bitcoin bersandar. Semua transaksi yang telah dikonfirmasi tersimpan di 
dalam rantai-blok sehingga wallet Bitcoin dapat menghitung sisa uang yang 
dapat dibelanjakan serta transaksi-transaksi baru dapat diverifikasi untuk 
memastikan bahwa memang dimiliki oleh pengguna itu.Integritas dan 
urutan kronologis rantai-blok diterapkan menggunakan kriptografi. 
Sebuah transaksi adalah transfer nilai antar wallet Bitcoin yang 
dimasukkan ke dalam rantai-blok. Wallet Bitcoin menyimpan sebagian data 
rahasia yang disebut kunci pribadi atau seed, yang digunakan untuk 




benar berasal dari pemilik wallet. Tanda tangan juga mencegah transaksi 
diubah oleh siapapun setelah diterbitkan. Semua transaksi disiarkan ke 
dalam jaringan dan biasanya akan mulai dikonfirmasi dalam waktu 10-20 
menit, melalui proses yang disebut pertambangan. 
Pertambangan adalah sistem konsensus terdistribusi yang digunakan 
untuk mengonfirmasi antrian transaksi dengan memasukkannya ke dalam 
rantai-blok. Proses ini menegaskan urutan kronologis rantai-blok, 
melindungi netralitas jaringan, dan memungkinkan komputer lain untuk 
menyetujui keadaan sistem. Agar dapat dikonfirmasi, transaksi haruslah 
dirangkai dalam sebuah blok yang sesuai dengan aturan kriptografi ketat dan 
akan diverifikasi oleh jaringan. Aturan itu untuk mencegah manipulasi blok 
sebelumnya karena hal itu membuat semua urutan blok berikutnya menjadi 
tidak valid. Pertambangan juga seperti sebuah lotre yang kompetitif dalam 
mencegah setiap individu menambahkan blok baru dengan mudah secara 
berturut-turut ke dalam rantai-blok. Sehingga, tidak ada individu atau 
kelompok yang dapat mengendalikan apa yang dimasukkan ke dalam rantai-
blok atau mengganti sebagian dari rantai-blok untuk memutar kembali 
transaksi mereka (https://bitcoin.org/id/cara-kerja).  
c. Cara Memperoleh Bitcoin 
Pada masa sekarang bitcoin dapat diperoleh dengan berbagai cara 
tetapi cara yang paling umum adalah mendapatkannya dari membuat jasa 
atau menjual sesuatu dengan upah atau bayaran bitcoin, membelinya dari 
perorangan atau melalui bursa bitcoin atau exchange dan yang terakhir 
adalah memperolehnya dari menambang dengan alat tertentu 
(https://bitcoin.org/id/faq#bagaimana-seseorang-memperoleh-bitcoin).  
Di internet sudah banyak sekali orang yang menjual barang atau 
sesuatu dengan pembayaran bitcoin. Dan yang cukup menghebohkan adalah 
kasus silk road dimana ada suatu website yang menjual obat-obatan 
terlarang dengan pembayaran bitcoin, kasus ini cukup membuat bitcoin 




Selain itu cara memperoleh bitcoin lainnya adalah dengan mengerjakan 
suatu pekerjaan dengan upah bitcoin, cara ini cukup mudah dan tidak 
menggunakan biaya banyak atau gratis. 
Cara kedua adalah dengan melakukan penambangan. Menambang 
hanya bisa dilakukan melalui komputer khusus atau dengan alat tambang 
tertentu. Para penambang baru bisa diberi imbalan setelah memecahkan 
rumus matematika ribuan kali lamanya. Dahulu cara ini merupakan cara 
yang cukup mudah untuk mendapatkan banyak bitcoin namun sekarang 
karena jumlah transaksi yang banyak membuat tingkat kesulitan 
memecahkan rumus matematika tersebut dinaikkan dan imbalannya menjadi 
lebih sedikit. Cara ini juga memerlukan biaya yang cukup besar untuk 
membeli komputer atau alat menambang khusus tersebut dan biaya listrik 
(Dimaz Ankaa Wijaya, 2016 : 60). 
Cara terakhir adalah dengan membelinya melalui bursa bitcoin yang 
juga menjadi fokus penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Saat ini 
sudah banyak sekali pilihan untuk memilih bursa bitcoin. Caranya hanya 
dengan mentransfer sejumlah uang dari rekening tabungan dan kemudian 
sudah bisa membeli bitcoin. Di indonesia sendiri sudah ada beberapa bursa 
bitcoin yang terpercaya seperti Triv, Indodax dan Luno (Dimaz Ankaa 
Wijaya, 2016 : 53).  
d. Bitcoin Exchange 
Bitcoin Exchange, atau bursa Bitcoin, merupakan sebutan untuk 
perusahaan yang menyediakan tempat (platform) khusus yang bisa 
digunakan oleh orang-orang dari berbagai negara untuk menukarkan Bitcoin 
dengan mata uang fiat (seperti Dolar AS, Euro, Yuan, Rupiah, dll) atau 
dengan cryptocurrency yang lain. Menurut Peraturan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 bitcoin exchange 
disebut dengan pasar fisik aset kripto. Sebagai contoh, Indodax 
adalah sebuah Bitcoin Exchange di Indonesia yang bisa member gunakan 
sebagai tempat untuk memperdagangkan Bitcoin dengan Rupiah atau 




seperti Ethereum, Litecoin, Dogecoin, DASH, Ripple, dan berbagai 
cryptocurrency lainnya. 
Bitcoin Exchange mempunyai 2 jenis yaitu sentralisasi dan 
desentralisasi. Exchange yang tersentralisasi mempunyai ciri-ciri yaitu 
dikelola oleh suatu perusahaan dan mereka bisa dengan mudah mengatur 
dan terkadang memanipulasi perdagangan bitcoin dan aset kripto lain dalam 
exchange milik mereka sendiri dan untuk memulai jual beli bitcoin 
exchange sentralisasi mewajibkan penggunannya untuk melakukan 
verifikasi terlebih dahulu. Exchange yang terdesentralisasi adalah kebalikan 
dari sentralisasi, dimana yang mengendalikan exchange tersebut adalah para 
pengguna exchange itu sendiri dan tidak diperlukan sebuah verifikasi 
terlebih dahulu (https://www.mycryptopedia.com/decentralized-exchanges-
v-centralized-exchanges/).  
Bitcoin Exchange biasanya menyediakan sebuah dompet sementara 
(temporary wallet) untuk menampung saldo mata uang fiat atau 
cryptocurrency yang akan diperdagangkan oleh pengguna. Sebagai contoh, 
Indodax menyediakan dompet temporer untuk menampung saldo Bitcoin, 
Rupiah dan cryptocurrency lain yang disupport oleh market untuk 
mempermudah para penggunanya dalam melakukan trading. Ketika member 
ingin menjual Bitcoin ke Rupiah di Indodax, member harus terlebih dahulu 
memindahkan Bitcoin dari dompet pribadi member (atau bisa dari Exchange 
maupun perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan cloud mining, 
faucet, dan sebagainya) ke dompet temporer yang tersedia di akun Indodax 
member. Setelah melakukan deposit Bitcoin, member akan melihat saldo 
Bitcoin nya di akun Indodax dan dari sana, member bisa dengan mudah 
menjualnya ke Rupiah (https://blog.indodax.com/perbedaan-bitcoin-
exchange-dan-bitcoin-wallet/).  
3. Tinjauan Umum tentang Transaksi Jual Beli Bitcoin 




Transaksi jual beli bitcoin adalah kegiatan jual beli bitcoin antar 
penggunanya dengan sarana exchange, kegiatan ini juga disebut dengan 
istilah trading bagi para penggunanya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan 
transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau 
media elektronik lainnya. Jadi transaksi jual beli bitcoin adalah suatu 
perbuatan jual beli yang dilakukan melalui berbagai media elektronik seperti 
komputer atau telepon seluler pintar baik melalui website resminya atau 
melalui aplikasi resmi milik website Indodax. Jual beli bitcoin melalui  
transaksi elektronik pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya 
secara konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media elektronk 
sehingga para pihak  tidak saling bertatap muka atau bertemu secara fisik. 
Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar 
Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka disebut dengan 
perdagangan aset kripto. Bitcoin adalah salah satu aset kripto, tetapi terdapat 
banyak aset kripto lain yang dapat diperdagangkan di Indodax. Dalam 
skripsi ini , hanya akan menyebutnya dengan “Transaksi jual beli bitcoin”  
dan bukan “Perdagangan aset kripto” karena istilah pertama lebih dikenal 
luas oleh masyarakat umum. 
Pada transaksi jual beli tersebut juga terciptalah suatu kontrak yang 
disebut kontrak elektronik yang disediakan oleh pihak website yang sudah 
tercantum dalam Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Keabsahan 
kontrak (perjanjian) transaksi elektronik di Indonesia tidak bisa lepas dari 
syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal (Pasal 1320 




Semua ketentuan perjanjian tersebut diatas dapat diterapkan pula 
pada perjanjian yang dilakukan melalui media internet, seperti perjanjian 
jual beli secara elektronik, sebagai akibat adanya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli 
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 
harga yang telah dijanjikan. Jual  beli  tidak hanya dapat dilakukan secara 
berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat 
dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak 
berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet 
atau secara elektronik (Pasal 1457 KUH Perdata).  
b. Para pihak dalam jual beli bitcoin 
Pada dasarnya pihak yang terlibat jual beli bitcoin dalam website 
Indodax hanya 2, yaitu pihak anggota atau member yang sudah terdaftar 
dalam website Indodax dan pihak website Indodax itu sendiri. Pihak 
member tersebut bisa menjadi penjual dan pembeli, atau bisa juga dikenal 
dengan istilah trader. Pihak Indodax berperan sebagai penyelenggara 
website. Selain 2 pihak tersebut, dalam transaksi jual beli melalui media 
internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan 
internet dan bank sebagai sarana penarikan dan penyetoran dana 
(https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-exchange.asp).  
c. Macam metode jual beli bitcoin 
Transaksi jual beli bitcoin di dalam website Indodax dibagi 2 jenis 
yaitu : 
1) Metode market maker, yaitu member atau anggota setelah berhasil 
melakukan penyetoran berupa uang rupiah atau bitcoin kemudian masuk 
ke menu ‘marketplace’ dan pilih market dengan nama BTC/IDR lalu 
pilih metode limit dan isi nominal sesuai keingingan member atau 




hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh member, 
apabila order telah selesai maka saldo Rupiah akan muncul di saldo akun 
member. 
2) Metode market taker, yaitu yaitu member atau anggota setelah berhasil 
melakukan penyetoran berupa uang rupiah atau bitcoin kemudian masuk 
ke menu ‘marketplace’ dan pilih market dengan nama BTC/IDR lalu 
pilih metode market/instant lalu klik tombol OK dan order akan berhasil 
sukses dengan instan tanpa menunggu seperti metode market maker 
(https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/).  
Cara yang terakhir adalah dengan langsung membeli atau menjual 
instan tanpa melalui menu marketplace. Cara ini mirip seperti metode 
market taker namun bedanya tidak dilakukan melalui menu marketplace dan 
biasanya hanya dipakai oleh para pemula saja. Untuk melakukan cara ini 
caranya juga hampir sama seperti metode-metode sebelumnya yaitu anggota 
atau member hanya cukup membuka menu beli / jual bitcoin instan dan 
kemudian pilih jual atau beli bitcoin dengan mengisi nominal sesuai dengan 
dana yang disetorkan sebelumnya setelah selesai klik OK. 
4. Tinjauan Umum tentang Indodax 
a. Profil Indodax 
Indodax adalah bitcoin exchange atau pasar fisik aset kripto 
tersentralisasi yang berasal Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 
2014 oleh Oscar Darmawan dan William Sutanto. Hingga sekarang 
merupakan bursa aset kripto dengan jumlah member tervalidasi terbanyak di 
Indonesia, dengan jumlah member yang telah menembus angka 1.608.069 
(29 Maret 2019). Rata-rata volume trading harian Indodax pada tahun 2018 
adalah IDR 100 Miliar. Kantor pusat Indodax terletak di Bali, selain kantor 
pusat tersebut, kantor cabang Indodax bisa ditemukan di Jakarta, Semarang, 
dan Surabaya (https://www.cryptocoindo.com/apa-itu-indodax/).  
Sebelumnya, Indodax memiliki nama VIP Bitcoin Indonesia 




nama tersebut, agar lebih dikenal secara International dan merubah image 
seseorang bahwa di Indodax bukan hanya tersedia Bitcoin melainkan ada 
banyak jenis aset digital atau aset kripto lainnya 
(https://www.intanblog.com/bitcoin-indonesia-berganti-nama-menjadi-
indodax/).  
Sebagai exchange atau pasar fisik aset kripto, di dalam platform 
Indodax tersedia beberapa fitur yang kaitannya dengan cryptocurrency. 
Fitur-fitur tersebut antara lain : 
1) Jual beli aset digital menggunakan Rupiah 
2) Jual beli aset digital lainnya menggunakan Bitcoin 
3) Deposit dan penarikan Rupiah 
4) Deposit dan penarikan aset digital 
5) Chat sesama member 
b. Persyaratan keanggotaan Indodax 
Menurut syarat dan ketentuan umum yang dibuat oleh Indodax, 
syarat anggota Indodax adalah : 
1. Registrasi melalui platform Indodax; 
2. Menyetujui dan bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku; 
3. Minimal berumur 18 tahun atau sudah menikah; 
4. Memiliki bukti identitas legal (contoh: KTP, Paspor, SIM). 
Setelah menyelesaikan pendaftaran maka selanjutnya orang tersebut 
akan disebut dengan member. Tetapi sebagai member, fitur yang tersedia 
sangat terbatas. Untuk itu diperlukan verifikasi, member yang sudah 








Ada 2 jenis mata uang yang dapat diperdagangkan dalam Indodax 
yakni, mata uang rupiah dan aset kripto. Pada awal mulanya member hanya 
dapat memperdagangkan sesama aset kripto seperti bitcoin dengan ethereum 
atau sebaliknya. Lalu kemudian pemerintah mewajibkan untuk memperjual 
belikan aset kripto dengan uang rupiah. Saat ini terdapat 36 aset kripto yang 
dapat diperjual belikan di Indodax, aset kripto tersebut dapat bertambah lagi 
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Keterangan Kerangka Pemikiran 
Kerangka penulis di atas menjelaskan pemikiran penulis dalam meninjau 
secara yuridis tentang permasalahan transaksi melalui website Indodax. 
Melalui penulisan hukum (skripsi) ini penulis akan mencari jawaban 
mengenai landasan hukum perjanjian jual beli menggunakan fasilitas 
website Indodax. Mengenai dasar-dasar perjanjian jual beli akan ditinjau 
dari berbagai sumber kaidah hukum di indonesia yang sangat luas. Oleh 
karena itu, penulis memilih penelitian normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan. 
Dalam transaksi jual beli bitcoin terdapat pihak-pihak yaitu member yang 
bisa menjadi penjual atau pembeli dan website penyedia fasilitas untuk 
jual beli bitcoin dalam hal ini adalah website Indodax. Transaksi jual beli 
hanya dapat dilakukan sesama member. Untuk melakukan transaksi para 
pihak penjual dan pembeli hanya perlu menyetujui sebuah kontrak yang 
disediakan oleh website Indodax.  
Transaksi jual beli bitcoin sangatlah berbeda dengan praktek jual beli 
online lainnya. Diperlukan kesesuian dengan peraturan yang ada di 
indonesia seperti yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan 
Pernjanjian jual beli bitcoin juga harus disesuaikan dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik jus Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Sebagai transaksi yang dilakukan di internet sudah pasti memiliki banyak 
kemungkinan yang bisa merugikan baik pihak yang terdaftar maupun 
website Indodax itu sendiri. Sudah banyak sekali terjadi kasus yang 
melibatkan website jual beli bitcoin mulai dari websitenya yang diretas 
hingga aset yang ada di dalamnya pun dicuri atau masalah kemanan 




dan sekarang sudah terbit peraturan khusus yang mengatur tentang jual 
beli bitcoin yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa 
Berjangka. Peraturan ini berisi tentang segala hal yang berhubungan 
dengan jual beli bitcoin dan yang terpenting adalah perlindungan 
hukumnya. Selain perlindungan hukum dari peraturan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat juga perlindungan hukum dari 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kesesuaian Transaksi Jual Beli Bitcoin dengan Menggunakan Fasilitas 
Website Indodax Dengan Kaidah Hukum di Indonesia 
1. Proses Jual Beli Bitcoin di Indodax 
Proses terjadinya transaksi jual beli bitcoin melalui fasilitas website 
Indodax dapat dideskripsikan dengan tahapan sebagai berikut. 
a. Login atau Pendaftaran 
Website Indodax yang beralamat di Indodax.com menampilkan 
sebuah halaman website seperti pada umumnya, dimana di dalamnya 
memuat home yang berisi halaman awal website itu sendiri dan berbagai 
tautan untuk menuju ke halaman lainnya seperti halaman pendaftaran 
atau login, halaman marketplace dan berbagai halaman lainnya. 
 




Bila belum mempunyai akun Indodax harus melakukan 
pendaftaran terlebih dahulu di halaman pendaftaran. Untuk mendaftar 
hanya perlu memasukkan username yang diinginkan, email, kata sandi 
dan nomor telepon seluler. Setelah mengisi data ,member akan 
menerima email yang berisi konfirmasi bahwa akun sudah terdaftar di 
Indodax. Kemudian masuk ke halaman login untuk mulai transaksi jual 
beli bitcoin dan aset kripto lainnya. 
 





Gambar 3. Halaman Login 
b. Deposit atau Penyetoran 
Untuk memulai jual beli atau trading harus melakukan deposit 
atau penyetoran terlebih dahulu. Terdapat dua pilihan penyetoran yaitu 
penyetoran rupiah atau bitcoin. Penyetoran rupiah dapat dilakukan 
dengan melaui setor tunai, voucher atau transfer bank. Penyetoran 
bitcoin harus melalui wallet khusus bitcoin yang sudah dimiliki 





Gambar 4. Halaman Penyetoran Dana 
 





Gambar 6. Halaman Penyetoran Bitcoin 
c. Membuat Penawaran atau Order 
Jika dana yang disetorkan berhasil masuk selanjutnya adalah 
menuju ke halaman marketplace, dimana transaksi jual beli bitcoin dan 
aset kripto lainnya yang dipasangkan dengan mata uang rupiah (IDR) 
atau bitcoin (BTC) berada. Setiap member dapat membuat 2 jenis 
penawaran atau order yaitu order jual dan beli. Dalam pembuatan order 
jual atau beli terdapat 2 metode yaitu metode limit dan metode market 
atau instant. Metode limit adalah member dapat membuat order sesuai 
dengan harga yang dikehendaki tanpa potongan biaya namun 
membutuhkan waktu yang tidak menentu sendiri sedangkan metode 
market atau instant adalah member dapat dengan instan membeli atau 
menjual bitcoin atau rupiah mereka sesuai dengan harga rata-rata namun 





Gambar 7. Halaman Marketplace 
 





Gambar 9. Kolom Pembuatan Order atau Penawaran 
d. Transaksi Berhasil 
Bila transaksi sudah berhasil baik melalu metode limit atau 
instant maka akan mendapatkan suatu notifikasi yang berisi detil 
transaksinya.  
 




e. Withdraw atau Penarikan 
Yang terakhir adalah penarikan atau withdraw, penarikan dapat 
berupa bitcoin atau rupiah juga. Member melakukan penarikan rupiah 
bisa langsung dari website Indodax atau perantara pihak ketiga dan 
untuk bitcoin , member dapat memindahkannya dari website Indodax 
untuk dikirim ke wallet atau dompet khusus bitcoin pribadi yang lebih 
aman atau ke bursa atau exchange yang lebih besar. Proses yang terakhir 
ini tidak wajib dilakukan karena sebagian member ada yang memilih 
tetap menyimpan bitcoin untuk waktu tertentu sampai harganya naik 
lebih tinggi untuk mencari keuntungan atau memindahkannya ke bursa 
atau exchange lain yang lebih besar volume transaksinya. 
 





Gambar 12. Halaman Penarikan Bitcoin 
2. Kesesuaian dengan Kaidah Hukum di Indonesia 
Kesesuaian perjanjian dalam transaksi jual beli bitcoin yang 
difasilitasi website Indodax dapat ditinjau dari kaidah hukum yang ada di 
indonesia, yaitu : 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
1) Pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian 
Menurut kitab undang-undang hukum perdata sahnya jual beli 
bitcoin yang difasilitasi website Indodax ditinjau dari syarat sahnya 
perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Dalam Pasal tersebut syarat sahnya perjanjian yakni : 
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Terhadap syarat yang pertama ini maka segala perjanjian 
haruslah merupakan suatu hasil kesepakatan antara kedua belah 
pihak tidak boleh ada pakasaan, kekhilapan, dan penipuan 




dasarnya  adalah pertemuan antara persesuaian kehendak antara 
para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan  
persetujuannya  dan kesepakatannya jika ia memang menghendaki 
apa yang disepakati. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme 
dalam suatu perjanjian bahwa suatu kontrak yang telah dibuat 
maka telah sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang 
membuatnya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
penulis, perjanjian yang ada dalam transaksi jual beli bitcoin 
muncul karena adanya kesadaran dari para pihak untuk saling 
mengikatkan diri. Dalam hal ini pihak pembeli atau penjual yang 
selaku member atau anggota website Indodax menyetujui atau 
menyepakati klausul kontrak yang telah disediakan oleh website 
Indodax. Klausul kontrak ini biasanya disediakan saat seseorang 
tersebut mendaftar untuk menjadi member atau anggota website 
Indodax dengan mencentang tanda sebagai tanda persetujuan. Jika 
seseorang tersebut setuju maka ia akan menyetujui persetujuan 
tersebut, jika tidak maka seseorang tersebut tidak akan bisa 
melakukan transaksi jual beli bitcoin dalam website Indodax. 
Kesepakatan perjanjian atau kontrak transaksi jual beli 
bitcoin terjadi ketika member menyepakati terhadap ketentuan 
atau syarat yang disodorkan oleh website Indodax. Hal tersebut 
terbukti ketika member memberikan tanda check (√) pada 
kolom yang isinya bahwa ia sepakat dengan apa yang telah 
disyaratkan, serta pada saat member mengisi form yang berisi 
mengenai data diri. 
Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan syarat 
kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak 
dalam transaksi jual beli bitcoin dapat dipenuhi, sehingga 
perjanjian tersebut dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah 




b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya suatu 
arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya (cyberspace), 
dimana setiap individu mempunyai hak dan kemampuan untuk 
berhubungan dengan individu lain tanpa batasan apapun yang 
menghalanginya. Sehingga dengan adanya kebebasan untuk 
melakukan hubungan atau melakukan sesuatu maka tidak 
menutup kemungkinan bahwa setiap individu juga mempunyai   
kebebasan untuk mengadakan suatu kesepakatan atau perjanjian 
dengan individu lainnya. Demikian juga dalam  transaksi jual beli 
bitcoin,  setiap  orang  pun  berhak  mengadakan  suatu perikatan. 
Dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh website 
Indodax dengan jelas mengatur bahwa syarat menjadi member 
Indodax adalah harus berumur 18 tahun dan atau setidaknya sudah 
mempunyai kartu tanda penduduk untuk keperluan verifikasi atau 
KYC (Know Your Customer). Dengan berumur 18 tahun atau 
memiliki kartu tanda penduduk maka seseorang sudah bisa 
dikatakan dewasa dan telah cakap untuk melakukan suatu 
perbuatan hukum. 
Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
diterangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum yaitu (Salim H.S., 2009: 165) : 
(1) Anak di bawah umur atau belum dewasa; 
(2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan; 
(3) Istri (dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan 
hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) 
Akan tetapi perkembangan teknologi zaman yang sangat 
pesat dipadu dengan tingkat kecerdasan masyarakat dewasa ini 
dapat memungkinkan seseorang yang masih dibawah umur atau 




menggunakan fasilitas website Indodax, namun transaksi dapat 
terjadi dengan menggunakan data informasi pribadi milik orang 
lain pada saat melakukan pendaftaran menjadi member website 
Indodax, pada umumnya biasanya menggunakan data milik orang 
tua dari member website Indodax tersebut. Dalam hal tersebut 
yang harus mempertanggungjawabkan apabila di kemudian hari 
terjadi sengketa adalah pemilik dari data informasi pribadi yang 
sudah digunakan untuk mendaftar di website Indodax guna 
melakukan transaksi jual beli bitcoin. 
c) Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 
1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata). Objek Perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 
tersebut (Mariam Darus Badrulzaman, 2006: 104) : 
(1) Objek yang akan ada asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat 
dihitung; 
(2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi 
objek perjanjian) 
Dalam syarat perjanjian suatu hal tertentu korelasi dengan 
perjanjian transaksi jual beli bitcoin yang menggunakan fasilitas 
website Indodax adalah mata uang seperti rupiah, bitcoin dan aset 
kripto lainnya (misal : litecoin,DASH,ethereum,dogecoin, dan lain-
lain) yang dijadikan objek jual beli. 
d) Suatu sebab yang halal 
Keberadaan klausul kontrak dalam perjanjian transaksi 
jual beli bitcoin secara langsung dapat menjadi suatu bukti 
bahwa perjanjian atau kontrak tersebut tidaklah berbeda dengan 
kontrak atau perjanjian pada umumnya. Demikian juga halnya 




luput untuk dipenuhi dalam perjanjian atau kontrak transaksi jual 
beli bitcoin. Perjanjian atau kontrak dalam transaksi jual beli 
bitcoin yang disodorkan oleh Indodax haruslah memenuhi 
syarat tersebut agar sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, 
sehingga ketika member yang akan melakukan kesepakatan dapat 
membaca dan memahami isi dari kontrak atau perjanjian tersebut 
apakah benar dan tidak menyimpang dari kaedah yang ada atau 
tidak. 
Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus 
dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUH 
Perdata yang berbunyi:  
“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 
karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai 
kekuatan”  
Sehingga suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai 
kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah 
perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri 
yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian 
adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai 
hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum 
(perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.  
Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUH Perdata 
yang berbunyi:  
“jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu 
sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada 
yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.  
Pasal 1336 KUH Perdata menegaskan bahwa adanya 
kausa itu menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan 
terjadinya suatu utang, begitu pula walaupun tidak dinyatakan 
suatu sebab, maka perjanjian itu adalah sah.  




mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut 
haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu 
pejanjian atau kontrak, dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan 
bahwa:  
“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh 
undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau 
ketertiban umum”  
Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang dalam hukum positif adalah jika dalam undang-
undang tidak memperbolehkan adanya perbuatan itu dan apabila 
dilanggar maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang 
tegas, sebagai contoh adalah tindak kejahatan seperti jual-beli 
narkoba, jual-beli barang curian, dan lain sebagainya. 
Dalam syarat suatu sebab yang halal korelasi dengan 
perjanjian jual beli bitcoin menggunakan fasilitas website Indodax 
bahwa barang yang diperjual belikan dalam hal ini adalah bitcoin 
dan aset kripto lainnya harus barang yang legal sesuai hukum yang 
berlaku di Indonesia yang tercantum pada Pasal 1337 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, kesusilaaan, dan ketertiban umum 
(Salim H.S., 2009: 166). 
Dalam hal ini pada objek aset kripto yang diperjual belikan 
dalam website Indodax tidak dapat menjamin memenuhi syarat 
sebab yang halal. Pada awalnya bitcoin mulai dikenal karena 
banyak digunakan untuk transaksi yang ilegal seperti jual beli 
narkoba, maka dari itu kita tidak akan pernah tahu apakah bitcoin 
yang diperjual belikan dalam website Indodax merupakan hasil 
dari transaksi yang ilegal atau tidak. Di indonesia sendiri bitcoin 
dan aset kripto lainnya dilarang dipergunakan untuk menjadi alat 







tidak ada aturan yang melarang jual beli bitcoin di bursa atau 
exchange seperti Indodax dan untuk sekarang bahkan bitcoin baru 
saja diakui sebagai aset yang dapat diperdagangkan dalam bursa 
berjangka dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto 
(Crypto Asset) di Bursa Berjangka 
(https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20181127124147-37-
43863/bappebti-matangkan-aturan-perdagangan-bitcoin-cs). 
2) Pemenuhan Asas-asas Perjanjian dalam KUH Perdata 
Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa 
kontrak dalam transaksi jual beli bitcoin jika ditinjau dengan 
Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata 
adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik 
syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya 
kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam transaksi jual 
beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax secara tidak langsung 
haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUH 
Perdata. Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai 
berikut: 
a) Asas kebebebasan berkontrak 
Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui 
adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari 
ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan 
bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber 




yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu 
memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.  
Sifat Buku III KUH Perdata yang besifat terbuka 
mempunyai arti bahwa KUH Perdata memungkinkan adanya 
perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata, jadi para pihak 
dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, 
namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang 
sah dalam KUH Perdata, dengan kata lain dibolehkan 
mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku 
ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (aanvullend recht), 
bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.  
Kontrak yang terjadi dalam transaksi jual beli bitcoin 
merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak 
terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan 
terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para 
pihaknya yang dalam hal ini antara Indodax dan member. 
Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak 
sangat tampak dalam kontrak transaksi jual beli bitcoin.  
Kontrak dalam transaksi jual beli bitcoin merupakan suatu 
hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat 
didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut 
bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara 
kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat 
dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada 
sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak 
menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak 
yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya 
asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia 
memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat 




maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.  
Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan 
sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah 
Contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak 
adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah 
untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju 
mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak 
mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang 
diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it).  
Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) 
berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan 
“apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang 
diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai 
kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan 
berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata, maka 
para pihak seharusnya bebas untuk menentukan isi dari kontrak 
yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi semua 
pihak. Tetapi pengertian kontrak elektronik adalah kontrak baku 
yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan 
disebarluaskan  secara digital melalui situs di internet (website) 
secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), 
untuk ditutup secara digital pula oleh penutup  kontrak  (dalam hal 
ini konsumen), jadi semua kontrak elektronik hanya dibuat oleh 
pihak website saja. Dalam transaksi jual beli bitcoin yang berhak 
menentukan isi kontrak hanyalah pihak exchange yaitu Indodax 
selaku pelaku usaha, dan member hanya berhak untuk menyetujui 
dan mengikuti isi kontrak tersebut.  
b) Asas Konsensualisme 
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 
Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 




bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan 
keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan 
perjanjian.  
Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak 
terjadinya kata  sepakat antara para  pihak,  dapat  diartikan  bahwa  
perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak 
terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari  
perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUH Perdata 
menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya 
suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat 
melakukan suatu perjanjian.  
Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan 
adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para 
pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka 
perbuatan tersebut diakui oleh KUH Perdata dan dapat 
dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau 
perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang 
dapat dijadikan sebagai alat bukti.  
Dalam transaksi jual beli bitcoin kontrak yang terjadi 
antara member dengan Indodax bukan hanya sekedar kontrak 
yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, 
dimana kontrak tertulis dalam transaksi jual beli bitcoin tidak 
seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, 
melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital  
atau digital message atau kontrak paperless, yang mana 
kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan 
karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam transaksi jual 
beli bitcoin terjadi ketika Indodax menyodorkan form yang berisi 
mengenai kontrak dan member melakukan persetujuan terhadap 




menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal 
tersebut menunjukan adanya persamaan kehendak antara member 
dengan Indodax. 
c) Asas Itikad Baik 
Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH 
Perdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang 
baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif 
dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada 
waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik 
dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu 
perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa 
yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.  
Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 Ayat (3) KUH 
Perdata tersebut mengidentifikasikan  bahwa  sebenarnya  itikad  
baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana 
syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur 
itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu 
kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur 
itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup 




Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad 
baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan 
layak. Kontrak dalam transaksi jual beli bitcoin terjadi ketika 
salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak 
lainnya, sebelum member setuju untuk melakukan transaksi 
perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai 
persyaratan atau yang biasa dikenal dengan user agreement atau 




memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu 
itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang dsyaratkan, 
seperti mengenai batasan umur, ketika hal ini telah terpenuhi, 
maka dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik. 
d) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian 
Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-
mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga 
beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan 
kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pancta 
Sunt Servanda) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 Ayat (1) 
KUH Perdata yaitu:  
“setiap perjanjian yang  dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  
Isi Pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian  
yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja 
bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, 
dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada 
alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu 
pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, 
maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut 
disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi 
dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi.  
Kontrak transaksi jual beli bitcoin terjadi karena adanya 
kesepakatan antara member dengan Indodax mengenai apa yang 
disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan 
menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh 
para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk 
melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah 
disepakati oleh pihak member dengan pihak Indodax maka 
kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku 




e) Asas Kepribadian 
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 
seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya 
untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam 
Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata 
berbunyi:  
“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti dari 
ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya 
untuk kepentingan dirinya sendiri.” 
Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:  
“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” 
Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya 
berlaku bagi mereka yang membuatnya.” 
 Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana 
diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi:  
“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak 
ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau 
suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat 
semacam itu.”  
Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat 
mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan 
suatu syarat yang ditentukan. 
Dalam transaksi jual beli bitcoin, bagi pihak member yang 
sudah terdaftar maka sebelumnya pasti mempunyai sebuah 
kepentingan tertentu seperti untuk mendapatkan keuntungan dari 
jual beli bitcoin atau kepentingan lainnya dan bagi pihak 
Indodax pun dalam pembuatan kontrak yang harus disetujui oleh 
member sebelumnya pasti juga sudah mempunyai maksud atau 
kepentingan tertentu bagi perusahaannya. Dalam syarat dan 




ketiga yang di dalamnya mempunyai peran berbagai macam. 
b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik  
Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, website Indodax dapat 
dikategorikan dalam Penyelenggara Sistem Elektronik karena dalam 
Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa 
“Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem 
Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau 
masyarakat”. 
Transaksi Jual Beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax 
juga telah sesuai dengan ketentuan Asas dan Tujuan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang tertera dalam Pasal 3 yang berbunyi bahwa “Pemanfaatan  
teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan 
asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”, yakni dengan 
melakukan transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website 
Indodax mewujudkan asas kehati-hatian dengan ditunjukan bahwa 
website Indodax  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  yang 
tersertifikasi dan telah mendapat sertifikasi internasional dari website 
www.alexa.com yang masuk dalam ranking 8067 website terbaik di 
dunia dan ranking 140 website terbaik di Indonesia,dapat dilihat pada 





Gambar 13 . Sertifikasi website Indodax 
Sertifikasi penyelenggara sistem elektronik di atas juga seseuai 
dengan Pasal 15  Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa 
“setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan 
sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab 
terhadap beroperasinya sistem elektronik”. Dengan adanya sertifikasi 
menandakan bahwa penyelenggara sistem elektronik website Indodax 
merupakan sistem elektronik yang handal dan terpercaya. 
Website Indodax juga dapat mewujudkan tujuan pemanfaatan 
teknologi informasi dan transaksi elektronik guna mengembangkan 
perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membuka kesempatan seluas-
luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan 
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi 
informasi seoptimal mingkin serta  memberikan  rasa  aman,  keadilan,  




informasi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Website Indodax jika ditinjau dari Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  
yang menyebutkan bahwa  
“pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem 
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar 
berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang 
ditawarkan”,  
telah sesuai karena website Indodax sudah menyediakan kontrak 
perjanjian yang berisi syarat dan ketentuan pemakaian website Indodax 
yang harus disetujui oleh member yang akan mendaftar agar transaksi 
jual beli bitcoin dapat terlaksana. 
Hukum transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 
pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dari 3 Ayat pada 
Pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat 
publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan 
haruslah mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku. Transaksi jual 
beli bitcoin lebih bersifat privat dan  menurut Pasal 40 Ayat 3 Peraturan 
Pemerintah nomor 82 tahun 2012 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik 
dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:  
1) antar-Pelaku Usaha;  
2) antara Pelaku Usaha dengan konsumen;  
3) antar pribadi;  
4) antar-Instansi; dan  
5) antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Jadi transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax 
dikategorikan sebagai antar pribadi karena nantinya member akan 
melakukan transaksi dengan member lainnya yang berupa perseorangan. 




elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, 
selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga 
penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga 
penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa di 
dasarkan pada asas hukum perdata internasional.  
Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax  
memiliki korelasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
yakni dalam hal penyelenggaraannya yang diatur dalam Pasal 1 
Peraturan Pemerintah tersebut. Disini penyelenggaraan tersebut 
berhubungan dengan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 
Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang 
menyebutkan bahwa  sistem perjanjian yang termasuk yang terdapat 
dalam website Indodax dapat berfungsi untuk mengirimkan, 
dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan 
Penyelenggaran website Indodax juga dapat dikatakan Penyelenggara 
Sistem Elektronik sesuai dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang boleh 
menyelenggarakan sistem transaksi elektronik. 
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Website Jual Beli Bitcoin 
sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik, Website Jual Beli Bitcoin termasuk dalam 
penyelenggaraan transaksi elektronik di lingkup privat karena  
transaksi yang dilakukan oleh Website Jual Beli Bitcoin merupakan 
transaksi elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen atau 
sesama ke konsumen atau member.  




tertera dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik yang menyebutkan bahwa  
“penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para 
pihak wajib memperhatikan; iktikad baik, prinsip kehati-hatian, 
transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran“  
telah sesuai dengan tujuan berdirinya Website Indodax, yakni 
Website Indodax adalah sebagai perantara yang membantu keamanan 
dan kenyamanan transaksi jual beli bitcoin. Sebagai member yang 
sudah terdaftar maka akan dapat melakukan transaksi jual beli bitcoin 
dengan member lain dalam suatu website yang mempunyai keamanan 
yang baik dan layanan konsumen yang handal dan responsif.  
Dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik dapat 
dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual  
lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, 
yang dapat dianggap sah apabila; terdapat kesepakatan para pihak, 
dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang 
mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
terdapat hal tertentu,dan objek transaksi tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban 
umum, hal tersebut semua telah sesuai dengan syarat dan ketentuan 
website Indodax, dengan kata lain website Indodax  telah  mematuhi  
prosedur  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang.  
Kontrak Elektronik website Indodax juga telah memenuhi 
ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 
yakni dalam menggunakan website Indodax identitas para pihak yang 
akan bertransaksi, objek yang akan dijual, harga dan biaya, adanya 




penggunaan website Indodax, serta berisi pilihan hukum penyelesaian 
Transaksi Elektronik.  
c. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 , jual beli juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen namun 
undang-undang perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara 
tersurat definisi mengenai jual beli tetapi undang-undang perlindungan 
konsumen hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual 
beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual beli. 
Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual 
dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan 
pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang 
menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di 
depan mata dan belum diserahterimakan. Setiap orang berhak 
menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun 
karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib 
dilaksanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian 
Mengadakan perjanjian dengan siapapun., Menentukan isi perjanjian, 
pelaksanaan dan persyaratan dan Menentukan bentuknya perjanjian 
secara tertulis atau lisan (Salim HS., 2009: 9).  
Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak 
dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak 
boleh ada suatu sebab- sebab tertentu dalam menjalani suatu hak. 
1) Subyek Jual Beli 
Subyek jual beli menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 





Konsumen adalah peng-Indonesiaan dari istilah asing, 
Inggris yaitu consumer dan Belanda consument, secara harfiah 
diartikan sebagai  
“orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau 
menggunakan jasa tertentu.”  
atau  
“sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu 
persediaan atau sejumlah barang”  
ada juga yang menyatakan  
“setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”(Abdul 
Halim Barkatullah., 2008:8)  
Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 
mendefinisikan konsumen sebagai  
“setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan”. 
(Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 
1999 Pasal 1 Ayat 2) Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa 
konsumen adalah end user atau pengguna terakhir konsumen disini 
merupakan pembeli barang dan jasa. 
Berdasarkan pengertian diatas AZ. Nasution menjelaskan 
yang dimaksud dengan konsumen adalah naturlijke person atau 
individu bukan badan hukum (AZ. Nasution., 2001: 116). 
Dalam transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website 
Indodax yang disebut sebagai konsumen adalah orang yang sudah 
mendaftar website Indodax dan kemudian menggunakan berbagai 
fasilitas yang disediakan website Indodax, kemudian orang yang 
sudah tersebut disebut dengan member.  




Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diantaranya: perusahaan, 
BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain. 
Yang disebut dengan pelaku usaha dalam transaksi jual beli 
bitcoin yang difasilitasi website Indodax adalah perusahaan 
Indodax itu sendiri. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan 
usaha Indodax sudah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah 
Indonesia. 
2) Obyek Jual Beli 
Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan 
konsumen adalah: 
a) Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud 
baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak 
dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. 
b) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen 
baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang-
undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, 
pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dll. 
Yang dapat dipergunakan dalam transaksi jual beli bitcoin 
hanya berupa barang, dalam hal  ini barang yang tak berbentuk yakni 
mata uang. Mata uang yang digunakan berupa uang yang sudah 
disetorkan atau disetorkan melalui metode yang disediakan website 




berupa rupiah dan aset kripto seperti bitcoin, ethereum, litecoin, dan 
lainnya. 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Melakukakan 
Transaksi Jual Beli Bitcoin yang Difasilitasi Website Indodax 
Di dunia ini tidak semua negara mempunyai aturan hukum tentang 
bitcoin dan bahkan ada beberapa yang melarang penggunaan bitcoin. Karena 
hal tersebut maka banyak pengguna bitcoin dari berbagai negara tidak 
mempunyai perlindungan hukum yang jelas, sehingga mereka akan 
menghadapi masalah yang serius saat bursa atau exchange mereka gunakan 
mengalami masalah. 
 Sudah banyak sekali bursa atau exchange yang mengalami kehilangan 
aset para penggunanya karena disebabkan hal seperti serangan hacker yang 
dialami oleh bursa atau exchange Mt. Gox, Bitfinex, Bitstamp, Poloniex, dan 
Bitfloor (https://coinsutra.com/biggest-bitcoin-hacks/), kemudian karena 
disebabkan penutupan bursa atau exchange secara tiba-tiba karena pemilik 
bursa atau exchange tersebut terkena kasus pencucian uang seperti yang 
dialami bursa atau exchange btc-e (https://www.justice.gov/usao-
ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-
operating-alleged), dan yang terbaru adalah kasus dimana para penggunanya 
tidak bisa mengakses aset yang mereka miliki dalam exchange karena pemilik 
exchange tersebut meninggal dunia tanpa memberitahu private key yang 
berguna untuk mengakses aset tersebut kepada orang lain , exchange tersebut 
bernama QuadrigaCX yang berada di negara kanada. Sebagian dari para 
pengguna exchange tersebut memang berhasil mendapatkan dana mereka 
kembali namun tidak semuanya dan terkadang membutuhkan waktu yang 
sangat lama atau bahkan tidak kembali sama sekali.  
Pihak exchange sebenarnya sudah membuat tindakan preventif untuk 
melindungi dana atau aset para penggunanya antara lain dengan 
menyimpannya di cold storage yaitu storage atau tempat penyimpanan yang 




hacker hanya bisa membobol hot wallet yang bersifat online saja 
(https://www.edukasibitcoin.com/hot-storage-dan-cold-storage/), selain itu 
pihak exchange juga berupaya untuk pindah ke negara-negara yang masih 
ramah kepada bitcoin sehingga mereka mempunyai izin usaha dan status 
hukum yang jelas seperti pada peristiwa exchange yang bernama binance yang 
berasal dari hongkong harus pindah ke malta ( 
https://blockonomi.com/binance-malta/). Exchange di Indonesia yaitu Indodax 
juga sudah menerapkan tindakan-tindakan preventif untuk melindungi aset para 
membernya bedanya hanya terletak pada indonesia belum sepenuhnya 
menerima bitcoin cs dan belum ada aturan hukum khususnya.  
Permasalahan di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan di 
bawah ini yakni : 
1. Privasi 
Untuk memulai transaksi jual beli bitcoin biasanya dilakukan suatu 
verifikasi yang membutuhkan verifikasi data pribadi seperti KTP, SIM, 
Paspor, dan lain-lain. Di website Indodax hal tersebut sangat wajib 
dilakukan karena jika tidak maka pengguna tersebut tidak akan bisa 
mengakses beberapa fitur penting dan juga untuk alasan keamanan. Data 
yang sudah diberikan tersebut sangat rentan disalahgunakan dalam dunia 
maya ini. Menurut Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi yang harus dilindungi 
adalah : 
a. nomor KK; 
b. NIK; 
c. tanggal/bulan/tahun lahir; 
d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; 
e. NIK ibu kandung; 
f. NIK ayah; dan 
g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting. 
Menurut Pasal di atas jadi KTP,SIM, dan paspor termasuk dalam 




Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik sudah memberikan perlindungan terhadap   data 
pribadi seseorang, hal ini diatur dalam Pasal 26, yang berbunyi:  
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, 
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 
Menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan 
Orang yang bersangkutan.  
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang 
ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.  
Cakupan dari pengertian data pribadi yang dianut oleh Pasal 26 
Ayat (1) dapat ditemui dalam penjelasannya, yakni:  
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data 
pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak 
pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:  
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan 
bebas dari segala macam gangguan.  
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang 
lain tanpa tindakan memata-matai.  
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang 
kehidupan pribadi dan data seseorang. 
Perlindungan hukum terhadap data pribadi oleh Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sudah cukup memadai, selain karena cakupan pengertian data 
pribadi yang dianut cukup luas, juga memberikan hak mengajukan 
gugatan kepada orang yang dirugikan atas penggunaan data pribadi 
orang yang bersangkutan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penulis belum menemukan  
adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap 
privasi/data pribadi dari konsumen. Terdapat satu lagi peraturan yang 




Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 
Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tepatnya pada Pasal 36, tetapi 
sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh menteri, peraturan ini hanya 
memuat tentang sanksi administrasi saja dimana dinilai tidak memberikan 
efek jera bagi pelakunya.  
2. Otentisitas Subjek Hukum  
Otentisitas sama artinya dengan autentik, autentik menurut 
Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya dapat dipercaya, asli atau sah. 
Masalah otentisitas para subjek hukum dalam transaksi jual beli bitcoin 
sangat penting karena menyangkut  keabsahan  perjanjian yang dibuat 
melalui jual beli bitcoin. Yang menyangkut otentisitas adalah:  
a. Kecakapan para pihak  
Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
terdapat 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yakni:  
1) Kesepakatan para pihak  
2) Kecakapan  
3) Suatu hal tertentu  
4) Suatu sebab yang halal  
Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif karena menyangkut 
individu yang membuat perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 
merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat diatas 
dalam suatu perjanjian akan menimbulkan dampak hukum yang 
berbeda tergantung syarat mana yang tidak dipenuhi.  
Apabila syarat 1 dan 2 tidak dipenuhi maka akibat hukumnya 
adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat 
3 dan 4 yang tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah 
perjanjian tersebut batal demi hukum. Pada asasnya semua orang 
cakap untuk membuat perikatan/perjanjian, kecuali jika ia oleh  
undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut undang-undang, 
orang yang tak cakap adalah mereka yang belum dewasa (genap berusia 




menikah) dan mereka yang di bawah pengampuan (gila, dungu, mata 
gelap, lemah akal). Namun dalam transaksi jual beli bitcoin sangat 
sulit untuk menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah 
dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan karena untuk bisa 
melakukan transaksi harus dengan melakukan verifikasi data pribadi 
orang dewasa, tidak diketahui apakah orang dewasa tersebut yang 
benar-benar melakukan transaksi atau ada orang lain yang melakukan 
transaksi atas nama orang dewasa tersebut seperti anak di bawah umur. 
Maka dari itu bila terjadi suatu hal yang bertanggung jawab adalah 
pemilik data yang digunakan untuk verifikasi pendaftaran member 
Indodax.  
b. Validitas Subjek Hukum  
Validitas dalam transaksi jual beli bitcoin adalah hal yang 
sangat penting, pengertian validitas ini adalah sejauh mana kebenaran 
akan keberadaan suatu subjek hukum. Konsep validitas dalam  
transaksi jual beli bitcoin menjadi penting karena dapat mencegah 
terjadinya penipuan, untuk mengetahui kemana ganti rugi harus 
diajukan dan menambah kepercayaan konsumen untuk berbelanja.  
Dalam transaksi jual beli bitcoin banyak cara yang dilakukan oleh 
pelaku usaha untuk menunjukkan validitasnya misalnya:  
1) Dengan pencantuman alamat  
Biasanya suatu website tentang jual beli pasti mencantumkan 
alamatnya di website mereka dengan tujuan untuk memberitahu 
kepada calon konsumen mereka bahwa mereka betul-betul ada,   
sehingga konsumen merasa aman untuk bertransaksi di website 
tersebut. Selain itu, dengan dicantumkannya alamat penjual maka 
pembeli mengetahui kemana harus mengajukan ganti rugi 
apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dibeli atau 
apabila barang tidak sampai ke tangan konsumen. Website Indodax 
sudah memberikan semua kontak yang bisa dihubungi beserta 




Surabaya, dan beberapa kota di Bali. 
2) Mencantumkan logo perusahaan  
Pencantuman logo perusahaan dalam suatu website, 
menandakan bahwa website tersebut benar-benar ada, karena sudah 
diotorisasi oleh CA (Certification Authority). Indodax meletakkan 
logonya di halaman utama website nya. 
3) Feedback dari pelanggan  
Ini adalah salah satu bentuk validitas yang paling sederhana 
namun tingkat validitasnya hampir sempurna. Feedback ini 
diberikan oleh pelanggan  yang  merasa  puas  dengan  pelayanan 
dan fitur-fitur dari suatu website. Feedback yang menyatakan 
kepuasaan pelanggan terhadap suatu website  dalam  dunia  internet  
dikenal dengan istilah positive feedback. Semakin banyak 
konsumen yang puas terhadap suatu website jual beli bitcoin, 
semakin tinggi reputasi dan validitas website tersebut, sehingga  
calon pelanggan akan semakin yakin akan pelayanan website 
tersebut. Sistem ini sangat bagus, karena pelaku usaha dituntut 
untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam 
transaksi jual beli bitcoin, apabila suatu website menerima 
feedback yang buruk/negatif dari pelanggannya maka dapat 
dipastikan  bahwa  website  tersebut  akan  sepi  oleh para trader.  
Website Indodax mempunyai website tersendiri untuk 
menampun segala feedback dari penggunanya. Website tersebut 
beralamat di https://forumbitcoin.co.id/, sesuai namanya sebagai 
forum maka website ini tidak hanya berisi feedback saja namun juga 
mempunyai fungsi lain seperti membahas bitcoin dan aset kripto 
lainnya.  
Validitas erat kaitannya dengan CA (Certification Authority), 
namun  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menggunakan istilah CA 




dalam Pasal 1 Ayat 11 diartikan sebagai lembaga independen yang 
dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh 
pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan 
sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik”. 
Salah satu tugas CA adalah melakukan verifikasi, pemeriksaan 
dan pembuktian identitas pengguna atau dengan kata lain CA 
bertugas untuk memastikan dan menjamin kebenaran keberadaan 
pengguna sehingga terjamin otentisitasnya. Yang dimaksud dengan 
pengguna adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli 
bitcoin.  
Peranan CA (Certification Authority) untuk menjamin otentisitas para 
pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli bitcoin adalah untuk 
mencegah penipuan-penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual 
beli bitcoin seperti phising. Phising sering diartikan sebagai suatu cara 
untuk memancing seseorang ke halaman tertentu. Phising tidak jarang 
digunakan oleh para pelaku kriminal untuk memancing seseorang 
agar mendatangi alamat web melalui e-mail, salah satu tujuannya 
adalah untuk menjebol informasi yang sangat pribadi dari sang 
penerima email, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan lain-lain  
dengan cara mengirimkan informasi yang seakan-akan dari penerima 
e-mail mendapatkan pesan dari sebuah website, lalu mengundangnya 
untuk mendatangi sebuah website palsu. Website palsu dibuat 
sedemikian rupa yang penampilannya mirip dengan website aslinya, 
lalu ketika korban mengisikan kata sandi maka pada saat itulah 
penjahat ini mengetahui kata sandi korban. Penggunaan website 
palsu ini disebut juga dengan istilah pharming. Bila suatu website 
jual beli bitcoin menggunakan jasa CA, maka otentisitas dari website 
tersebut akan terjamin, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan 
lebih aman. Website Indodax menggunakan jasa CA yang bernama 
COMODO untuk mencegah terjadinya phising. Dan untuk lebih 




untuk mengaktifkan otentikasi ganda yang disediakan oleh google 
authenticator yang berfungsi sebagai keamanan kedua setelah 
memasukkan kata sandi. Jika ini diaktifkan maka pelaku phising tidak 
akan bisa mengakses akun member Indodax walaupun mereka sudah 
memiliki kata sandi akun tersebut. 
Selain mengatur tentang CA (Certification Authority), Undang-
Undang Informasi dan Transakai Elektronik (UU ITE) secara implisit 
mengatur kejahatan mengenai phising yakni tercantum dalam Pasal 35 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi  Elektronik,  dimana  disebutkan bahwa :  
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 
penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap 
seolah-olah otentik”.  
Pelanggaran terhadap Pasal 35 ini akan dikenakan sanksi 
sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00  
Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mewajibkan suatu website 
jual beli bitcoin untuk menggunakan jasa CA, ini terlihat dalam Pasal 
10 Ayat (1) dimana disebutkan: 
”Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi  
Elektronik dapat  disertifikasi  oleh lembaga sertifikasi keandalan”. 
Dari rumusan Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pelaku 
usaha tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa CA, sehingga tidak 
semua website jual beli bitcoin dijamin otentisitasnya oleh CA. 




Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan sertifikasi setiap 
website jual beli bitcoin untuk memberikan perlindungan bagi 
penggunanya dari penipuan.  
Mengenai otentisitas subjek hukum, di dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 butir b 
disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari konsumen adalah: 
“beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa”. Sedangkan dalam Pasal 7 butir a disebutkan bahwa salah satu 
kewajiban dari pelaku usaha adalah : “beritikad baik dalam 
melakukan usahanya. Namun patut disayangkan karena di dalam 
Undang-Undang ini tidak ada sanksi yang jelas apabila ada pelaku 
usaha yang beritikad tidak baik kaitannya dengan otentisitas subjek 
hukum. 
3. Objek Transaksi Jual Beli Bitcoin 
Yang menjadi objek transaksi jual beli bitcoin adalah aset kripto 
yang menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
Nomor 5 Tahun 2019 adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk 
digital aset, menggunakan kriptografi,jaringan peer-to-peer, dan buku besar 
yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru,memverifikasi 
transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. 
Sebelum dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa 
Berjangka, semua jenis token dan koin kripto dapat diperjual belikan dalam 
suatu exchange. Namun sekarang untuk suatu token atau koin kripto bisa 
diperjual belikan di suatu exchange mereka harus memiliki persyaratan 
sebagai berikut : 
a. berbasis distributed ledger technology atau buku besar yang terdistribusi 
b. berupa Aset Kripto utilitas (utilty crypto) atau Aset Kripto beragun aset 




c. nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima 
ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto 
Aset utilitas; 
d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia; 
e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan,menumbuhkan industri 
informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika 
f. digital talent yaitu mempunyai fungsi khusus dalam dunia teknologi 
g. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan 
pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. 
Pemenuhan syarat-syarat ini bertujuan untuk melihat keseriusan 
para pengembang token atau koin tersebut untuk mengembangkan 
produknya, jika mereka tidak bisa memenuhi syarat ini maka bisa dibilang 
produk mereka kurang berhasil. 
 Selain syarat-syarat dari peraturan BAPPEBTI, barang-barang 
yang dapat diperjual belikan juga harus melihat  ketentuan Pasal 1320  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat ketentuan yang 
mengatur mengenai barang-barang yang boleh untuk diperdagangkan, 
yakni :  
a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, baik yang ada 
sekarang maupun yang akan ada.  
b. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.  
Apabila kedua hal tersebut diatas dilanggar, maka perjanjian jual 
beli dalam transaksi barang dinyatakan batal demi hukum. Bitcoin dan 
aset kripto lainnya sudah memenuhi syarat-syarat itu semua. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak 
mengatur mengenai persyaratan tentang barang atau jasa yang  boleh 
diperdagangkan, melainkan hanya mengatur mengenai perbuatan yang 
dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan barang atau jasa.  
Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas  




jual beli bitcoin, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan pelaku usaha 
untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan 
produk yang ditawarkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 : 
”Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem 
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar 
berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.  
Indodax sebagai pelaku usaha sudah menyediakan penjelasan 
tentang syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan pada 
halaman website bagian syarat dan ketentuan 
(https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/).  
 Perlindungan objek transaksi jual beli bitcoin sangat 
diperlukan karena aset dalam exchange sangat rawan terkena masalah 
keamanan seperti pembobolan oleh hacker. Pihak Indodax sendiri sudah 
memberikan tindakan perlindungan dengan menyimpan sebagian besar 
aset para membernya di sebuah tempat yang dinamakan dengan cold 
storage dimana tempat ini bersifat offline sehingga tidak akan bisa 
disentuh hacker tetapi tentunya hal ini bukan tanpa kelemahan. Indodax 
akan mengganti setiap dana atau aset yang hilang jika disebabkan oleh 
kesalahan pihak indodax dan jika member tersebut tidak terima maka 
dapat mengajukan penyelesaian perselisihan. 
Bila tiba saatnya terjadi hal seperti perselisihan, sengketa atau 
perbedaan pendapat perihal tentang objek transaksi jual beli bitcoin, 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang penyelesaian 
sengketa yang terdapat pada Pasal 38 dan 39 yang intinya tentang setiap 
orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang memberikan kerugian 
dalam transaksi elektronik dan memperbolehkan menyelesaikan sengketa 
melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal 
serupa juga diatur dalam kontrak perjanjian yang dibuat oleh exchange 
Indodax dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 




1) Bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan 
dengan cara musyawarah untuk mufakat. 
2) Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, 
akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka 
Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 
4. Tanggung Jawab Para Pihak  
Transaksi jual beli bitcoin dilakukan oleh pihak yang terkait, 
walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain 
melainkan berhubungan melalui media internet. Dalam transaksi jual beli 
bitcoin, pihak-pihak yang terkait tersebut antara lain:  
a. Exchange atau penyedia fasilitas jual beli bitcoin yaitu Indodax yang 
juga berperan sebagai pelaku usaha;  
b. Member atau orang yang sudah terdaftar sebagai pengguna website 
Indodax. Jika orang tersebut sudah menjadi member maka dapat 
menjadi sebagai penjual atau pembeli bitcoin dan aset kripto lainnya;  
c. Bank sebagai pihak yang menyalurkan dana dari member untuk 
digunakan transaksi jual beli bitcoin di website Indodax dan yang 
nantinya dana tersebut akan tersimpan dalam rekening bank milik 
website Indodax;  
d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses Internet.  
Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli bitcoin, masing-
masing memiliki hak dan kewajiban seperti jual beli pada umumnya. 
Pihak exchange merupakan pihak yang memberikan fasilitas jual beli 
bitcoin dan menawarkan produknya melalui internet, oleh karena itu 
pihak exchange bertanggung jawab memberikan informasi secara benar 
dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pengguna websitenya, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, pihak 
exchange juga harus menyedikan informasi barang yang dapat diperjual 
belikan yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang 




peraturan  perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, pihak exchange juga bertanggung jawab 
mengatur dan mengawasi berbagai transaksi pengiriman baik di dalam 
exchange maupun ke luar exchange. Dengan demikian, transaksi jual 
beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang 
melakukannya.  
Seorang  pembeli  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  harga 
barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai nama aset kripto dan harga 
yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut. Di sisi lain, 
pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas  barang  yang  
akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum 
atas perbuatan pelaku usaha yang beritikad tidak baik.  
Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, 
berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas 
penyetoran uang yang dilakukan oleh member untuk transaksi jual beli 
bitcoin dan sebagai tempat penyimpanan dana yang sudah disetor 
tersebut. 
Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara 
elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban atau tanggung 
jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli 
untuk dapat melakukan transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website 
Indodax. 
Transaksi jual beli bitcoin merupakan hubungan hukum yang 
dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari sistem yang 
informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan 
jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam 
transaksi jual beli bitcoin hanya terjadi antara individu dengan 
perusahaan dan individu dengan individu atau sesama member, dengan 
syarat bahwa para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi 




ini hubungan hukum jual beli.  
Pada dasarnya proses transaksi jual beli bitcoin tidak jauh berbeda 
dengan jual beli biasa dengan tambahan tertentu, sebagai berikut:  
a. Penawaran, jual beli bitcoin dilakukan seperti jual beli barang di 
internet, dimana orang itu juga harus memasang suatu penawaran 
barang yang ingin mereka jual atau beli. Di dalam suatu exchange 
seorang member bisa menjadi pembeli dan penjual, proses pemasangan 
penawaran atau order tersebut bisa terjadi secara instan atau dalam 
waktu jangkau tertentu karena tidak ada yang tahu kapan penawaran 
atau order tersebut akan diambil oleh member lainnya. Proses 
pengambilan suatu order oleh member lain berlangsung sangat singkat 
dan jika itu terjadi member yang memasang penawaran atau order 
tersebut akan memperoleh suatu notifikasi. 
b. Penerimaan, Setelah mengambil suatu penawaran atau order, maka 
member tersebut akan memperoleh notifikasi dan menerima berupa 
suatu aset kripto atau mata uang rupiah. Setelah itu member dapat 
membuat suatu penawaran atau order baru lagi, memutuskan untuk 
tetap menyimpannya atau disebut dengan istilah hold, atau melakukan 
penarikan dan penyetoran. 
c. Penarikan dan penyetoran,  2 hal tersebut memiliki proses yang sama 
dan dibagi 2 klasifikasi lagi yaitu penarikan dan penyetoran ke 
rekening bank pribadi dan penarikan dan penyetoran ke exchange 
lain atau wallet pribadi. Klasifikasi cara penarikan dan penyetoran ke 
rekening bank pribadi adalah sebagai berikut: 
1) Transaksi via bank, sebagai transaksi yang hanya melibatkan 
intitusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan 
penyetoran dan penarikan uangnya dari akun masing-masing yang 
dikenakan biaya oleh Indodax;   
2) Via Voucher, cara ini hanya berfungsi untuk menarik dana berupa 
rupiah saja dari akun Indodax. Untuk penarikannya, member harus 




voucher tersebut kepada jasa jual beli voucher Indodax kemudian 
jasa tersebut akan mengirimkan uang yang senilai dengan voucher 
tersebut ke rekening bank pribadi member. Dan untuk 
menyetorkan uang ke akun Indodax, member hanya perlu 
mengirim uang yang ingin disetorkan ke jasa jual beli voucher 
Indodax, kemudian jasa tersebut akan mengirimkan voucher ke 
member tersebut untuk dimasukkan ke akun nya. Cara ini lebih 
banyak dipakai karena biayanya yang sangat murah daripada cara 
yang pertama tetapi member juga harus berhati-hati dalam 
memilih jasa jual beli voucher karena sudah banyak kasus 
penipuan yang memanfaatkan jasa ini. 
Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:  
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan 
Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab 
terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.  
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap 
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.  
Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:  
“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap 
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem 
Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:  
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan 
dengan Peraturan Perundang-undangan;  
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan,   
dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik tersebut;  




Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;  
d. dilengkapi dengan  prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan 
bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh  
e. pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik 
tersebut;  dan  
f. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.” 
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa  pelaku 
usaha yang menawarkan produk melalui sistem elekronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan . 
Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  disebutkan  bahwa  
setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat 
disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan .  
Dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:  
mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi keandalan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah. .  
Mengenai tanggung jawab para pihak itu sendiri disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
dalam Pasal 5 dan Pasal 7, yaitu mengenai kewajiban masing-masing 
pihak. Dalam Pasal 5 disebutkan:  
“Kewajiban konsumen adalah:  
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi  dan  prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan;  
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa;  




d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.” 
Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan:  
“Kewajiban pelaku usaha adalah :  
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif;  
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku;  
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,  
f. dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi  
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau  
diperdagangkan;  
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian  
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan;  
h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila  
















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perjanjian dalam Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website 
Indodax ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila 
kontraknya ditinjau dari Pasal 1320 yang berisi tentang syarat sahnya 
perjanjian maka semua syarat sudah terpenuhi. Selain memuat syarat sahnya 
perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memuat asas-asas 
perjanjian, dimana transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi situs Indodax 
juga sudah sesuai dengan asas-asas tersebut. Sedangkan apabila ditinjau dari 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah sesuai juga dengan 
ketentuan-ketentuan yang ada seperti sertifikasi, penyelenggara, dan 
prosedur yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Dan yang terakhir adalah 
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, di undang-undang ini tidak memuat ketentuan tentang 
keabsahan prosedur transaksi jual beli namun hanya syarat sahnya transaksi 
jual beli yaitu adanya subjek dan objek jual beli, dan berdasarkan 
pembahasan di atas transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website 
indodax juga sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai 
khususnya bagi member yang melakukan transaksi jual beli bitcoin di 
Indodax. Bentuk perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-




Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan data pribadi 
konsumen, syarat sahnya suatu transaksi elektronik, penggunaan CA 
(Certification Authority), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang 
bagi pelaku usaha dan konsumen. Dikeluarkannya Peraturan Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di 
Bursa Berjangka juga mengatur dengan jelas segala hal yang berkaitan dengan 
transaksi jual beli bitcoin, syarat pendirian pasar fisik aset krypto atau 
exchange, sanksi dan perlindungan hukum baik bagi pihak exchange atau 
member, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa pemerintah sudah mulai 
mendukung transaksi jual beli bitcoin agar nantinya bisa membawa 
keuntungan bagi kedua pihak yaitu pemerintah (contohnya penarikan pajak) 
sebagai pembuat kebijakan dan para pelaku transaksi jual beli bitcoin bisa 
mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. 
B. Saran 
1. Pihak Indodax selaku Exchange yang memberikan fasilitas jual beli bitcoin 
sudah sepatutnya selalu meningkatkan kemanan website exchange untuk 
menjaga kemanan aset para membernya dan membuat suatu simpanan dana 
darurat untuk mengganti dana milik member yang hilang karena ulah hacker 
dikarenakan dunia internet yang semakin canggih ini pasti para hacker akan 
dengan mudah menemukan cara untuk meretas suatu exchange seperti 
kejadian-kejadian terdahulu. Bagi pihak member agar selalu memasang 
sistem kemanan ganda seperti pemasangan google authenticator dan 
verifikasi melalui email atau nomor telepon seluler sesuai dengan himbauan 
pihak Indodax yang selalu memberikan pemberitahuan terbaru terkait 
kemanan para membernya. Hal ini bertujuan untuk melindungi akun 
member dari kejahatan phising dimana member lupa untuk mengecek 
keaslian website Indodax dan kemudian asal memasukkan data login, maka 




memperhatikan CA (Certification Authority) dahulu.  
2. Aset kripto seperti bitcoin dan aset kripto lainnya hendaknya segera bisa 
diterima secara penuh oleh pemerintah indonesia dan nantinya transaksi jual 
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